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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemeriksaan status tanah sebagai persiapan 
pembuatan akta jual beli tanah dan mengetahui kewajiban PPAT dalam meneliti 
persyaratan jual beli tanah di wilayah Kabupaten Klaten. Metode penelitian 
melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan jenis data 
terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu kepustakaan. 
Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan PPAT 
Sementara di Kabupaten Klaten sudah melaksanakan ketentuan Pasal 97 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu mengecek atau memeriksa 
kesesuaian sertifikat terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan karena hal tersebut 
menjadi syarat pembuatan akta jual beli tanah. Setiap sengketa tanah mengenai 
jual beli, kemungkinan besar PPAT atau PPAT Sementara dipanggil untuk 
menjadi saksi di Pengadilan. PPAT atau PPAT Sementara tidak bertanggung 
jawab atas data-data palsu yang disampaikan para pihak atau salah satu pihak 
dalam jual beli tanah.  Namun dalam praktiknya, mereka tidak mau terlibat lebih 
jauh, apabila terjadi kasus mengenai akta yang dibuatnya, mereka hanya mau 
memberikan kesaksian atas akta yang dibuatnya. Akibat hukum dari data-data 
yang disampaikan kepada PPAT atau PPAT Sementara palsu, adalah dapat 
dibatalkan. Demikian pula sertifikat tanah yang diterbitkan berdasarkan akta jual 
beli yang tidak sah, tentunya tidak sah pula sehingga dapat dibatalkan. 
 
Kata Kunci: wewenang dan tanggung jawab, PPAT,  akta jual beli tanah  
 
ABSTRACT  
This study aims to find out the implementation of the obligations of Land Deed 
Officials (PPAT) in the examination of the status of land in preparation for the 
sale and purchase of land and know the obligation of PPAT in examining the 
requirements of land sale in Klaten Regency. Research method through empirical 
juridical approach which is descriptive with data type consist of primary data that 
is interview and secondary data that is library. Methods of data collection by 
interview and literature study, then the data were analyzed qualitatively. Result of 
research indicate that PPAT and PPAT Meanwhile in Regency of Klaten already 
implement provisions Article 97 Regulation of Minister of Agrarian Affairs / 
Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 concerning Implementation 
of Government Regulation Number 24 Year 2007 concerning Land Registration, 
that is checking or checking certificate conformity in advance to the Land Office 
because it becomes a requirement of the deed of buying and selling land. Any 
land dispute on the sale and purchase, most likely PPAT or PPAT While called to 
be a witness in the Court. PPAT or PPAT While not responsible for false data 
submitted by the parties or one of the parties in buying and selling land. But in 
practice, they do not want to get involved any further, in case of a deed made, 
they just want to give testimony to the deed he made. The legal consequences of 
data submitted to PPAT or PPAT While false, can be canceled. Similarly, land 
certificates issued on the basis of an unauthorized sale deed are, of course, invalid 
so they can be canceled. 
 
Keywords: authority and responsibility, PPAT, deed of sale and purchase of land 
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1. PENDAHULUAN  
PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ialah salah satu profesi  yang di 
lakukan oleh orang hukum yang berkaitan dengan dokumen resmi tentang tanah. 
Pengertian umum PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 
tanah atau hak milik satuan rumah susun.  
PPAT sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu PPAT Umum, PPAT Khusus, dan 
PPAT Sementara. PPAT khusus adalah PPAT yang di tunjuk karena PPAT yang 
bersangkutan sedang dalam program pemerintah atau mengerjakan tugas 
pemerintahan. PPAT Sementara merupakan PPAT yang melaksanakan tugas 
untuk membuat PPAT  di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.  
Ada beberapa tugas yang dilakukan oleh PPAT yaitu melakukan kegiatan 
seperti pendaftaran tanah dengan membuat akta yang menjadi bukti telah 
dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah  atau hak milik atas 
satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah yang 
diakibatkan oleh perbuatan hukum yang ada, Perbuatan hukum disini akan 
dijelaskan sebagaimana maksudnya. Sehingga memungkinkan anda tidak terlalu 
bingung dengan maksud perbuatan hukum, pertama ada jual beli, tukar menukar, 
hibah, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas 
tanah hak milik. Lalu ada pemberian hak tanggungan dan juga terakhir pemberian 
kuasa membebankan hak tanggungan.  
Fungsi PPAT adalah menjamin kebenaran materiil dan kebenaran fotmil 
dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan serta berperan juga untuk 
memeriksa kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi berkaitan 
dengan peralihan hak tersebut. Tanggung jawab PPAT terhadap akta otentik 
hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
pihak/penghadap ke dalam akta. Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
adalah sebagai pejabat umum. Namun dalam peraturan perundang-undangan tidak 
memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pejabat umum. Maksud “pejabat 
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umum” itu adalah orang yang diangkat oleh Instansi yang berwenang, dengan 
tugas melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.
1
 
Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, maka 
jual beli juga harus dilakukan para pihak di hadapan PPAT yang bertugas 
membuat akta. Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat 
terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi). Untuk dibuatkan akta jual beli tanah tersebut, pihak yang 
memindahkan hak, harus memenuhi syarat yaitu berwenang memindahkan hak 
tersebut, sedangkan pihak yang menerima harus memenuhi syarat subyek dari 




Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban 
PPAT dalam pemeriksaan status tanah sebagai persiapan pembuatan akta jual beli 
tanah dan mengetahui kewajiban PPAT dalam meneliti persyaratan jual beli tanah 
di wilayah Kabupaten Klaten. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah  
(1) Manfaat teoritis, yaitu (a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada 
umumnya, dan Hukum Agraria pada khususnya, (b) Diharapkan hasil penelitian 
ini dapat sebagai latihan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah 
pengalaman dan pengetahuan ilmiah dengan cara membandingkan dengan 
praktek; (2) Manfaat praktis, yaitu (a) Untuk memberikan jawaban atas 
permasalahan yang diteliti;
3
 (b) Dapat memberikan masukan dan sumbangan 
pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pembuatan akta jual 
beli tanah, dan (c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 
untuk pembinaan dan pengawasan kepada para penjual maupun pembeli beserta 
PPAT  dalam pembuatan akta jual beli tanah.  
                                                             
1
Boedi Harsono. 2003. Huhum Agraria Di Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum 
Tanah. Jakarta : Djambatan, hal. 486. 
2
Penjelasan dan Fungsi PPAT, diakses dari www. notarisdanppat. com, diakses pada tanggal 14 
September 2017, pukul18:30 WIB.  
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2. METODE  
Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mempelajari 
dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial 
yang lain.
4
 Metode pendekatan yuridis empiris dalam kaitannya dengan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
kewajiban PPAT dalam pemeriksaan status tanah sebagai persiapan pembuatan 
akta jual beli tanah ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
pelaksanaannya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yakni memberikan data 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. memperoleh 
gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang 
objek yang diteliti. Jenis data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data 
sekunder berupa studi pustaka. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan 
studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pelaksanaan Kewajiban PPAT dan PPAT Sementara Dalam Hal 
Pemeriksaan Status Tanah Dalam Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli 
Tanah 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 45 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Pendaftaran Tanah, bahwa: “Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai 
pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor 
Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor 
Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli”. 
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Dari hasil wawancara dengan Ibu Renggani Kusumawati, SH., M.Kn., 
selaku Notaris PPAT di Kabupaten Klaten pada tanggal 03 Januari 2018, 
dijelaskan bahwa kewajiban PPAT untuk mengecek atau memeriksa kesesuaian 
sertifikat terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan sudah dilaksanakan karena hal 
tersebut menjadi syarat pembuatan akta PPAT. Untuk lebih lengkapnya, penulis 
juga melakukan wawancara pribadi dengan perangkat desa (lurah) Sutianto selaku 
PPAT Sementara di Kabupaten Klaten pada bulan Januari kaitannya dengan 
permasalahan yang diteliti, dan dijelaskan bahwa pemeriksaan status tanah 
sebagai persiapan pembuatan akta juga sudah dilaksanakan ke Kantor Pertanahan 
maupun ke Kantor Kelurahan tempat tinggal penjual tanah.5 
Pemeriksaan kesesuaian sertifikat ke Kantor Pertanahan Klaten dilakukan 
dalam waktu satu minggu sebelum pembuatan akta untuk memperoleh hasil 
tentang status tanah yang diperiksa secara tepat, walaupun tidak ada ketentuan 
yang mengatur adanya batasan waktu kapan pemeriksaan kesesuaian sertifikat. 
Dalam pemeriksaan sertifikat ke Kantor Pertanahan Klaten, PPAT atau PPAT 
Sementara harus memenuhi persyaratan permohonan pengecekan sertifikat atas 
buku tanah, yaitu: (1) Mengisi permohonan pengecekan sertifikat atas buku tanah; 
(2) Membawa sertifikat asli pemohon atau sertifikat asli milik penjual; (3) 
Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau penjual; (4) Membayar 
biaya yang telah ditetapkan, yaitu: (a) Biaya cek asli sebesar Rp. 50.000,-, dimana 
cek asli adalah mengecek kesesuaian sertifikat atas buku tanah dengan membawa 
sertifikat; (b) Biaya cek percepatan sebesar Rp.100.000,-, dimana cek percepatan 
adalah mengecek kesesuaian sertifikat atas buku tanah dengan membawa sertifikat 
dengan waktu lebih cepat. 
 
3.2 Kewajiban PPAT dan PPAT Sementara dalam Meneliti Persyaratan Jual 
Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Klaten 
Dalam pelaksanaan jual beli tanah, hak atas tanah diserahkan dari penjual 
kepada pembeli setelah adanya pembayaran harga tanah. Pengalihan tanah dari 
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 H.B.Sutopo.1988.Pengantar Metodelogi Penelitian Kualitatif.Surakata:UNS Press. 
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penjual kepada pembeli tersebut harus disertai dengan penyerahan yuridis, yaitu 
penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang. 
Menurut penulis, kewajiban menyerahkan surat bukti milik atas tanah 
yang dijual sangat penting, seperti disebutkan dalam Pasal 1482 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi 
segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi 
pemakaiannya yang tetap, berserta surat-surat bukti milik, jika itu ada. 
Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugasnya membuat akta 
jual beli tanah dilakukan di kantornya, dengan dihadiri oleh para pihak yang 
melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan 
olehnya dengan surat kuasa tertulis. Apabila salah satu pihak dalam perbuatan 
hukum atau kuasanya tidak dapat datang di kantor PPAT karena alasan yang sah, 
maka PPAT dapat membuat akta di luar kantornya yang masih dalam wilayah 
kerjanya, dengan ketentuan pada saat pembuatan aktanya para pihak harus hadir 
di hadapan PPAT di tempat pembuatan akta yang telah disepakati. 
Untuk PPAT Sementara dalam pembuatan akta jual beli tanah, dilakukan 
di Kantor Kelurahan dimana jual beli tanah tersebut dilangsungkan. Apabila salah 
satu pihak dalam perbuatan hukum atau kuasanya tidak dapat datang di Kantor 
Kelurahan karena alasan yang sah, maka PPAT Sementara atau Pembantu PPAT 
Sementara dapat membuat akta di tempat tinggal pihak tersebut yang masih dalam 
wilayah kerjanya, dengan ketentuan pada saat pembuatan aktanya para pihak 
harus hadir di hadapan PPAT Sementara atau Pembantu PPAT Sementara di 
tempat pembuatan akta yang telah disepakati. 
Akta yang dibuat PPAT dan PPAT Sementara merupakan salah satu 
sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Maka wajib dibuat 
sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran 
pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena 
6
itu, PPATdan 
PPAT Sementara berkewajiban untuk memeriksa persyaratan jual belitanah untuk 
sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. 
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 John Salindeho.1993.Masalah Tanah Dalam Pembangunan.Jakarta:Sinar Grafika. 
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Dari hasil wawancara baik dengan Ibu Renggani Kusumawati,SH.,M.Kn., 
selaku Notaris PPAT di Kabupaten Klaten maupun dengan Perangkat Desa 
(Lurah) Sutianto selaku PPAT Sementara, dijelaskan bahwa dalam transaksi jual 
beli tanah,biasanya PPAT atau PPAT Sementara akan meminta persyaratan. 
Syarat jualbeli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. 
Syarat yang diteliti, yaitu : (1) Syarat materiil, antara lain:  (a) Penjual 
adalah pihak yang berhak menjual tanah, (b) Pembeli adalah pihak yang 
diperkenankan membeli tanah, (c) Tanah hak yang bersangkutan boleh 
diperjualbelikan dan tidak sedangdalam sengketa. Sedangkan syarat formil untuk 
tanah yang bersertifikat, meliputi: (1) Data tanah, terdiri dari: (a) Sertifikat tanah 
asli, (b) Bukti telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (c) Surat 
Setoran BPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan), 
(d) Surat Setoran PPh (Surat Setoran Pajak Penghasilan), (e) Jika sertifikat hak 
atas tanah sudah tidak dibebani Hak Tanggungan(Hipotik), harus ada bukti 
pencabutan Surat Roya dari Bank yangbersangkutan; (2) Data penjual dan 
pembeli, meliputi (approrangan, (b) pembeli, dan (c) perusahaan. 
3.3 Tanggung Jawab PPAT beserta Akibat Hukumnya Apabila Dalam 
Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Wilayah KabupatenKlaten Terdapat 
Data-Data yang Dipalsukan 
Akta jual beli tanah yang dibuat PPAT dan PPAT Sementara berfungsi 
untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan sengketa. 
Oleh karena itu, PPAT dan PPAT Sementara harus melakukan perbuatan hukum 
jual beli dengan lengkap dan jelas, sehingga apa yang ingin dibuktikan itu 
diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Namun dalam praktiknya sering 
kali dalam transaksi jual beli tanah sebelum dibuatkan akta, yakni pada waktu 
pemeriksaan status tanah, diketahui bahwa terdapat data-data yang dipalsukan, 
sebab data-data yang diajukan oleh penghadap tidak sama dengan data-data dalam 
buku tanah. 
Transaksi jual beli tanah yang telah dibuatkan akta oleh PPAT atau PPAT 
Sementara kemungkinan bisa timbul permasalahan juga, yaitu dengan adanya 
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keterkaitan pihak-pihak lain di dalamnya untuk meminta pembatalan atas 
pemindahan hak atas tanah tersebut, disebabkan semula adanya itikad tidak baik 
dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli tanah tersebut. 
Menurut penulis, untuk menghindari itikad tidak baik dari salah satu 
pihak, yakni penjual, seharusnya sebelum dilakukan transaksi jual beli
7
 tanah 
yang akan dibuatkan akta oleh PPAT maupun PPAT Sementara, atau selain 
dilakukan pemeriksaan status tanah oleh PPAT atau PPAT Sementara, pembeli 
harus memeriksa lebih dahulu kepemilikan sertifikat tanah tersebut, kemudian 
melihat langsung ke lokasi tanah yang akan dibelinya, pembeli sebaiknya 
meminta informasi kepada pejabat setempat (kelurahan) baik mengenai riwayat 
dari kepemilikan tanah tersebut, maupun siapa milik terakhirnya, dan pembeli 
harus mengenal si penjual. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kemungkinan data 
yang sengaja dipalsukan oleh pihak penjualalan terungkap sebelum dibuatkan akta 
oleh PPAT maupun PPAT Sementara. 
Kasus dalam pembuatan akta jual beli tanah menurut keterangan Notaris 
Renggani Kusumawati,SH.,M.Kn., antara lain:  
Pertama, penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri. Pasangan suami 
isteri yang telah menikah, dikaruniai anak dan mempunyai harta bersama berupa 
tanah sawah yang dibeli oleh suami istritersebut secara bersama-sama. Ternyata 
tanpa sepengetahuan si isteri,tanah sawah tersebut dijual oleh suami kepada orang 
lain, melalui PPAT dengan cara pemalsuan tanda tangan istri dari pihak penjual, 
seakan-akan pihak istri memberikan persetujuan, dan baru diketahui oleh si isteri 
manakala pembeli tanah sawah tersebut mengajukan permohonan sertifikat hak 
milik tanah sawah. Kemudian si isteri meminta pembatalan terhadap pemindahan 
atas tanah tersebut. PPAT tersebut baru tahu kalau pihak penjual memalsukan 
tandatangan persetujuan, ketika si isteri mengajukan keberatan atas transaksi jual 
beli tanah tersebut. 
Kedua, penjual memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai yang 
ada dalam sertifikat. Penjual adalah salah satu ahli waris, dia menjual tanah 
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Peter Mahmud Marzuki, 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, hal. 25. 
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warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lain dengan cara memalsukan identitas 
dirinya agar sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat tanah yang akan 
dijual. Baik PPAT, PPAT Sementara, dan Kantor Pertanahan tidak mengetahui 
bahwa data yang disampaikan tersebut palsu, karena PPAT, PPAT Sementara, dan 
Kantor Pertanahan tidak melakukan penyelidikan akan kebenaran data tersebut. 
Pemalsuan identitas tersebut baru diketahui dengan adanya keberatan pihak 
ketiga, yakni ahli waris yang lain. 
Ketiga, nama penghadap tidak sama dengan nama pada sertifikatnya. 
Penghadap mempunyai itikad tidak baik, yaitu meminjam sertifikat milik 
rekannya, yang kemudian tanah rekannya dijual melalui PPAT. 
Keempat, sertifikat ganda. Seseorang menjual tanahnya melalui PPAT, 
ketika PPAT mengecek status tanah ke Kantor Pertanahan, ternyata sertifikat 
tersebut ganda. Hal ini bisa terjadi, karena semula tanah negara yang dibebaskan 
atau tanah kosong yang tidak jelas statusnya, kemudian warga mendiami tanah 
tersebut. Karena warga merasa mempunyai hak, maka warga mengajukan 
permohonan ke Kantor Pertanahan setempat. 
Setiap sengketa tanah mengenai jual beli, kemungkinan besar PPAT atau 
PPAT Sementara dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan yang hanya sebatas 
dimintakan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya. PPATatau PPAT 
Sementara tidak bertanggung jawab atas ketidak benaran materiil yang 
dikemukakan oleh para pihak, apabila para pihak atau salah satu pihak dalam jual 
beli tanah menyampaikan data-data yang palsu seakan-akan asli. 
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
dapat dikenakan sanksi pidana, yakni Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), apabila PPAT atau PPAT Sementara tahu kalau para pihak 
menyampaikan data-data yang palsu kepadanya. Berdasarkan Pasal 55 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak 




Dalam hal ini, PPAT atau PPAT Sementara dapat dikenakan pidana 
karena turut serta melakukan perbuatan, yakni dalam hal pembantuan, PPATatau 
PPAT Sementara dijatuhi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi 
sepertiga, misal kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, 
dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seseorang yang dikatakan 
turut serta melakukan perbuatan apabila seseorang tersebut mempunyai 
kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan. 
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
juga dapat dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) yang terbukti 
bersalah, tergantung putusan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada.Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat AktaTanah Sementara (PPAT 
Sementara) yang terbukti bersalah, selain dikenakan sanksi pidana juga dapat 
dikenakan sanksi administratif, ada empat hukuman disiplin berupa sanksi 
administrasi. Sanksi admintrasi tersebut dikenakan kepada Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) 
disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kelalaiannya. 
Tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan secara perdata, tidak 
tertutup kemungkinan juga dikenakan kepada PPAT/PPAT Sementara. Seperti 
yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer), bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 
kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 
Dalam praktik, apabila akta jual beli tanah yang dibuat PPAT danPPAT 
Sementara terdapat kasus tentang data palsu, PPAT dan PPAT Sementara yang 
bersangkutan tidak mau terlibat lebih jauh dalam kasus tersebut hanya bersedia 
memberikan kesaksiannya tentang akta yang dia buat sesuai dengan keterangan 
yang diberikan oleh para pihak, karena PPAT danPPAT Sementara menganggap 
bahwa dirinya bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas 
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kebenaran dan keaslian dari identitas penghadap, jadi PPAT dan PPAT Sementara 
yang bersangkutan tidak mau disalahkan dalam kasus tersebut. Tindakan PPAT 
atau PPAT Sementara yang bersangkutan tersebut, dilakukannya demi menjaga 
nama baik dan pekerjaannya. 
Menurut penulis, apapun yang terjadi, seorang PPAT atau PPAT 
Sementara dalam menjalankan tugas jabatannya harus disertai dengan tanggung 
jawab dan kepercayaan diri yang penuh, sehingga dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik dan benar serta siap untuk bertanggung jawab jika terjadi kesalahan 
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam setiap tindakannya. 
PPAT atau PPAT Sementara harus bertanggung jawab mengenai identitas para 
penghadap yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum, 
mengenai obyek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya, dan 
mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta, misalnya mengenai 
jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak, mengenai sudah 
dilakukannya pembayaran dalam jual beli. Apabila PPAT atau PPAT Sementara 
tidak mengetahui secara pribadi mengenai hal tersebut, PPAT atau PPAT 
Sementara dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam 
pembuatan akta. 
Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak disimpulkan melalui 
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya 
dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu para pihak tidak dapat 
menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang dalam pembuatan akta jual 
beli tanah tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. 
Pembuatan akta jual beli tanah yang didasarkan pada itikad buruk yaitu 
data-data yang disampaikan kepada PPAT atau PPAT Sementara palsu, maka 
akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian dalam 
pembuatan akta jual beli tanah tetap ada sampai adanya putusan dari Hakim 
Pengadilan Negeri. 
Jual beli tanah jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat 
subyektif) tidak dipenuhi akibat paksaan atau penipuan, maka suatu perjanjian 
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dapat dibatalkan. Apabila Hakim Pengadilan Negeri memutus bahwa adanya cacat 
hukum pada suatuakta akibat data-data yang disampaikan palsu, dapat 
menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan kemudian. Syarat 
untuk melakukan pendaftaran tanah adalah adanya akta jual beli, akta jual beli 
dapat dibuat PPAT atau PPAT Sementara jika syarat materiil sudah terpenuhi. 
Apabila syarat materiil tidak dipenuhi atau data datanya dipalsukan oleh salah 
satu pihak, misalnya penjual tidak berhak atas tanah yang hendak dijualnya. 
Maka, akta jual beli tanah yang tidak memenuhi syarat materiil menjadi tidak sah, 
demikian pula sertifikat tanah yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli yang 
tidak sah, tentunya tidak sah pula sehingga dapat dibatalkan. 
Yang berhak untuk membatalkan sertifikat tanah, menurut Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1999 
adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang pemberiannya 
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Sementara di Kabupaten Klaten sudah melaksanakan ketentuan Pasal 97 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu mengecek atau memeriksa 
kesesuaian sertifikat terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan karena hal tersebut 
menjadi syarat pembuatan akta jual beli tanah. 
Kedua, akta yang dibuat PPAT dan PPAT Sementara merupakan salah 
satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Oleh karena itu, 
PPAT dan PPAT Sementara berkewajiban untuk memeriksa persyaratan jual beli 
tanah untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Syarat jual beli tanah 
ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. 
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Ketiga, setiap sengketa tanah mengenai jual beli, kemungkinan besar 
PPAT atau PPAT Sementara dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan. PPAT 
atau PPAT Sementara tidak bertanggung jawab atas data-data palsu yang 
disampaikan para pihak atau salah satu pihak dalam jual beli tanah.  Apabila 
PPAT atau PPAT Sementara tahu kalau para pihak menyampaikan data-data yang 
palsu kepadanya, PPAT atau PPAT Sementara dapat dikenakan sanksi pidana, 
sanksi administratif, bahkan tidak tertutup kemungkinan dituntut ganti rugi oleh 
pihak yang dirugikan secara perdata. Namun dalam praktiknya, PPAT maupun 
PPAT Sementara tidak mau terlibat lebih jauh, apabila terjadi kasus mengenai 
akta yang dibuatnya, mereka hanya mau memberikan kesaksian atas akta yang 
dibuatnya. Akibat hukum dari data-data yang disampaikan kepada PPAT atau 
PPAT Sementara palsu, adalah dapat dibatalkan. Demikian pula sertifikat tanah 
yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli yang tidak sah, tentunya tidak sah pula 
sehingga dapat dibatalkan. 
4.2 Saran 
Pertama, kepada Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih 
meningkatkan pembinaan formal maupun informal kepada PPAT maupun PPAT 
Sementara, dalam suatu forum komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan dalam melaksanakan tugas di bidang pertanahan khususnya 
mengenai PPAT, serta meningkatkan kesadaran PPAT dan PPAT Sementara agar 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak 
melanggar sumpah jabatannya, sehingga timbulnya kasus pada akta dapat 
dihindari. 
Kedua, kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Pembuat Akta 
Tanah Sementara dalam membuat akta jual beli tanah harus teliti, cermat, hati-
hati, dan tidak boleh ceroboh. Kemampuan meneliti dan memeriksa sangat 
diperlukan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi Lurah selaku 
PPAT Sementara yang tugasnya sangat kompleks sebagai Pegawai Negeri Sipil, 
dan Lurah kebanyakan bukan dari Sarjana Hukum jadi harus teliti serta harus 
mempunyai pengalaman dan penguasaan materi di bidang hukum perjanjian/ 
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perikatan serta hukum pertanahan supaya benar-benar menguasai masalah tanah, 
demi kesempurnaan dalam pembuatan akta.  
Ketiga, kepada pemerintah, kepatuhan dan kesadaran hukum dari 
masyarakat harus ditingkatkan antara lain melalui penyuluhan-penyuluhan 
hukum, penyebaran pamflet-pamflet yang berkaitan dengan masalah hukum tanah 
dengan bahasanya yang komunikatif agar dapat dimengerti oleh masyarakat 
awam, atau melalui bahan-bahan bacaan lainnya, dan juga melalui mass media 
sehingga dengan melalui berbagai macam cara tersebut diharapkan masyarakat 
yang tadinya buta hukum dapat mengetahui dan mengerti hukum. Dan apabila 
sudah mengetahui dan mengerti hukum, maka hal ini akan dapat meningkatkan 




Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta 
atas doa dan dukungan moril maupun materiil. Saudara-saudarku tersayang atas 
dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, 
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